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Saya ucapkan terima
kasih atas rekomendasi
dan saran-saran
konstruktif yang telah
dituangkan dalam LHP
ini. Sebagai entitas
pelaporan keuangan,
Pemprov Kalteng terus
berupaya memperbaiki
kelemahan dan
kekurangan, termasuk
menindaklanjuti LHP
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

H Sugianto Sabran

| Gubernur Kalteng

—_——

BPK RI:
Bukti Sinergisitas
yang Efektif
Seluruh Pemangku
Kepentingan

PALANGKA RAYA-Selama kepe-
mimpinan Gubernur H Sugianto Sa-
bran, Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalteng terus mendapat predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas Lapo-
ran Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Tahun ini, lagi-lagi pemprov
mendapat opini WTP dari Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK). Ini merupa-
kan pencapaian kedelapan yang diraih
pemprov secara berturut-turut.

Gubernur Sugianto Sabran sendiri
yang menerima laporan hasil peme-
riksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan
Kalteng atas LKPD dan kinerja pe-
nanggulangan kemiskinan di daerah
oleh Pemprov Kalteng tahun anggaran
(TA) 2021, di Ruang Rapat Paripurna
DPRD Kalteng, Rabu (18/5).
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takan, berdasarkan pemeriksaan
yang telah dilakukan BPK, dapat
disimpulkan bahwa penyusu-
nan laporan keuangan Pemprov
Kalteng TA 2021 telah menyajikan
secara wajar dalam semua hal
yang material. Pasalnya, posisi ke-
uangan Pemprov Kalteng tanggal
31 Desember 2021 dan realisasi
anggaran, perubahan saldo an-
ggaran lebih, operasional, arus
kas, perubahan ekuitas untuk
tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta catatan atas laporan
keuangan, sudah sesuai dengan
standar akutansi pemerintahan.

“Karena itu, BPK memberikan
opini WTP atas laporan keuangan
Pemprov Kalteng tahun anggaran
2021," kata Dori.

Pencapaian opini WTP ini mer-
upakan yang delapan kalinya. Ini
menunjukkan komitmen Pemprov
Kalteng beserta jajaran perangkat
daerah dalam memperhatikan
kualitas laporan keuangan. “Ten-
tunya hal ini tidak terlepas dari sin-
ergi yang efektif seluruh pemangku
kepentingan di Kalteng,’ ucapnya.

Dori menyebut, opini WTP
yang sudah diraih ini hendakn-
ya diikuti dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pen-
ingkatan kesejahteraan ditandai
dengan naiknya laju pertumbuhan
ekonomi, menurunnya pengang-
guran, menurunnya gini ratio,
meningkamya indeks pembangu-
nan manusia (IPM), menurunya
angka kemiskinan, serta tingkat
inflasi yang rendah dan terkendali.

wajib menindaklanjuti rekomen-
dasi BPK selambat-lambatnya 60
hari setelah LHP diterima.

Sementaraitu, Gubernur Kalteng
H Sugianto Sabran mengatakan,
LHP yang diterima dari BPK meru-
pakan petunjuk untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan
pengelolaan keuangan ke depann-
ya. Dengan makin baiknya pengelo-
laan keuangan, tentu diharapkan
akan berpengaruh terhadap pen-
ingkatan kinerja penyelenggaraan
Pemprov Kalteng.

“Saya ucapkan terima kasih atas
rekomendasi dan saran-saran
konstruktif yang telah dituangkan
dalam LHP ini. Sebagai entitas
pelaporan keuangan, Pemprov
Kalteng terus berupaya memper-
baiki kelemahan dan kekurangan
yang menjadi temuan pemerik-
saan BPK, termasuk menindaklan-
juti LHP sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan,” ucapnya

perangkat daerah (PD) agar segera
menindaklanjuti temuan BPK, tan-
pa harus menunggu selama 60 hari
kerja. Secepatnya ditindaklanjuti,
baik temuan yang bersifat admin-
istratif maupun yang menyangkut
pengembalian kerugian.

“Terkait rekomendasi BPK da-
lam LHP kinerja atas upaya pen-
anggulangan kemiskinan di daerah
tahun 2021 oleh Pemprov Kalteng
dan instansi terkait lainnya, saya
minta perhatian seluruh PD, teru-
tama kepala Bappedalitbang, agar
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i3] ROV “LHPini akan lebih bernilaiapa- mengoordinasikan penyelesaian

PEMP (saom i g‘;n dari him 1) Dila diikuti dengan tindak lanjut tindak lanjutnya,’ tegas Sugianto.
sebagaimana yang direkomen- Di antaranya, segera menyusun
Auditor Utama Keuangan Nega-  dasikan kami (BPK, red)," ucapnya, dan menetapkan rencana pro-
ra VI BPK RI Dori Santosa menga- Pemprov Kalteng, lanjut Dori, gram penanggulangan kemiskinan

daerah dan rencana aksi tahunan
penanggulangan kemiskinan,

- dengan tetap berkoordinasi den-

gan pemerintah pusat. Selain itu,
segera disusun kebijakan penang-
gulangan kemiskinan yang kom-
prehensif, sinergis, dan terintegrasi
antara pemerintah pusat, pemer-
intah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.

“Saya ingatkan agar benar-benar
diperhatikan batas waktu penyelesa-
ian tindak lanjut tersebut,’ ucapnya.

Gubernur juga meminta sekda
agar selalu melaporkan perihal
perkembangan tindak lanjut, baik
yang menyangkut laporan ke-
uangan maupun laporan hasil
pemeriksaan kinerja atas upaya
penanggulangan kemiskinan di
daerah. Guna mempertahankan
opini WTP, hal-hal yang sudah baik
sudah semestinya dipertahankan
bahkan ditingkatkan.

“Kita harus adaptif terhadap
perkembangan perubahan
regulasi, sehingga penyesua-
ian-penyesuaian dapatlebih cepat
dilaksanakan,” ujarnya.

Jajaran Pemprov Kalteng juga
terus berupaya mengoptimalkan
peran aparat pengawasan internal
dan intensif berkonsultasi dengan
aparat pengawasan eksternal. Hal
ini merupakan wujud tekad dan
komitmen untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan daer-
ah, dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan
bersih, serta pelayanan publik yang
profesional dan akuntabel.
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“Dalam ha! pengelolaan keuan-
gan daerah, termasuk pengelolaan
aset daerah, memang masih perlu
dilakukan perbaikan dan pembe-
nahan. Oleh karena itu, saya minta
kepada seluruh jajaran, agar bekerja
lebih keras lagi dan meningkatkan
penataan pengelolaan keuangan
serta aset tiap PD;" pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah
(Sekda) Provinsi Kalteng H Nu-
ryakin yang ditemui Kalteng Pos
usai mengikuti rapat tersebut
mengatakan, penyusunan laporan
keuangan pemprov telah menyaji-
kan secara wajar dalam semua hal
yang material, baik posisi keuan-
gan pemerintah provinsi tanggal
31 Desember 2021, realisasi ang-
garan, maupun perubahan saldo
anggaran lebih.

“Termasuk operasional, arus kas,

ekuitasuntuk tahunyang
berakhir pada tanggal itu. Jadi BPK
menilai bahwa laporan keuangan
itu sudah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah,” sebutnya.

Karena itu BPK RI memberikan
opini WTP atas laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Kalteng TA
2021. Inimerupakanyangkedelapan
kali berturut-turut sejak 2014 lalu.

“Sesuai harapan Bapak Guber-
nur H Sugianto Sabran, hal-hal
yang sudah baik terus diting-
katkan, juga harus adaptif terh-
adap perkembangan perubahan
regulasi, sehingga penyesua-
ian-penyesuaian dapatlebih cepat
dilaksanakan,” ucapnya sembari
menyebut bahwa jajaran pemprov
terus berupaya mengoptimalkan
peran aparat pengawasan internal
dan intensif berkonsultasi dengan
aparat pengawasan eksternal.
(abw/nue/ce/ala)




